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PEMERINTAH PROPINSI DAERA ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

DENGAN KENDARAAN UMUM

DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bahwa agar penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan
kendaraan umum dapat berjalan dengan selamat, aman, cepat,
lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu
memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh
pelosok wilayah daratan, untuk mencapai pemerataan,
pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan
penunjang pembangunan nasional dengnan biaya yang terjangkau
olen daya beli masyarakat, maka perlu diatur dalam suatu
Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarrta tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi
Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959 (Lembaran Negara
Tahun 1959 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1819);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3186);



10.

11.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
ambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Keamanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintan Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara 3529); Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY; (Lembaran Daerah Tahun
1987 Nomor 120 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Di
Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN
UMUM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta para
perangkatnya.

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan Propinsi adalah Dinas Perhubungan Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas
Perhubungan/Sub Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan orang
dengan menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam jaringan trayek,
dengan pengaturan pengoperasian yang meliputi penetapan jenis pelayanan, sifat
perjalanan, kode dan rute trayek, jenis pelayanan, jadwal operasi, serta penetapan
terminal pemberangkatan , persinggahan dan pemberhentian.

Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan
menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dalam wilayah operasi tertentu
baik secara terbatas maupun tidak dibatasi oleh wilayah administratif daerah yang
sesuai dengan peruntukannya dan dengan fasilitas pelayanan khusus yang
ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan angkutan.

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari suatu kota ke kota
yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus
umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari suatu kota ke kota lain
yang melalui antar daerah kabupaten dan kota dalam satu daerah propinsi dengan
menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu kawasan ke kawasan lain yang
terletak dalam 2(dua) atau lebih wilayah kota dan kabupaten yang berdekatan dan
merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus
umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan
teratur yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).

Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan yang melayani dua kawasan
perdesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau dua daerah propinsi.
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Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir
dan terbelakang yang berfungsi menggerakan perkembangan ekonomi daerah
tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum
dan atau mobil penumpang umum.

Angkutan Taksi atau Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu
ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang
melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan maupun tanpa pengemudi, dalam
wilayah operasi tidak terbatas wilayah administratif daerah.

Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan sewa dengan mobil penumpang umum
yang pelayanannya dilakukan secara terus menerus dalam terbatas pada wilayah
operasi yang sama.

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum
yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan
dari daerah tujuan wisata.

Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan penumpang tidak termasuk
angkutan taksi, sewa, sewa khusus dan pariwisata, dengan menggunakan mobil
bus umum dan atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek
sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.

Angkutan Musiman adalah angkutan penumpang yang diselenggarakan untuk
kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan , hari
libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil
bus umum dan atau mobil penumpang umum.

AngkutanTerusan adalah angkutan sebagai pelayanan tambahan angkutan antar
kota antar propinsi dan antar kota dalam propinsi, dan merupakan angkutan yang
diperjanjikan antara penumpang dan perusahaan angkutan yang dapat diberikan
perusahaan sebagai peningkatan pelayanan tambahan kepada penumpang.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi:

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi :

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi :



